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Abstract

The position of notary asevidencein criminal casesisthe same examination with the
toolsthat the other evidence. Thisisbecause the criminal deed does not have perfect
power. So the judge does not have to believe that the contents of the notarial deed
are correct. Thus the value of that evidence sought to be free because the law of
criminal procedureisthe accuracy of the consequences and thejudgeisfreeto use or
override a letter of evidence. The implementation of the decision-deed performed by
the investigator for the benefit of the judicial process investigator, prosecutor, or
judgewith the approval of the Regional Board. Trustees are authorized to take photo
copies minuta deed and/or |etter sattached to the deed minuta, or protocolsin storage
notary and call notary tobe present in the examination relating to the deed made or

protocols that are instorage notary.
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I.PENDAHULUAN

Kedudukan notaris sebagai pejabat
umum merupakan organ negara yang
mendapat pelimpahan kewenangan oleh
negaradalam rangka pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat umum di bidang
keperdataan, khususnya dalam pembuatan
akta dan legalisas akta. Akta adalah surat
yang sengaja dibuat sebagal alat bukti,
berkenaan dengan perbuatan-perbuatan
hukum dibidang keperdataan yang dilakukan
oleh parapihak. Parapihak tersebut adalah
orang yang memerlukan jasanotaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang No0.30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Notaris adalah pgabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik
mengenai semuaperbuatan, perjanjian, dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu
peraturan perundang-undangan dary atau yang
dikehendaki ol eh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam suatu akta otentik
menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya semuanya
sepanjang pembuatan akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
dalam undang-undang.

Adapun pejabat lain yang ditentukan
dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat
Pembuat AktaTanah (PPAT), Pasdl 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah
atau selanjutnya disebut PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik meng-
enal perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atastanah atau hak milik satuan rumah
usun.
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Adapun syarat-syarat pembuatan suatu
aktaadalah selain tercantum dalam Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris tetap harus
dihubungkan dengan Pasal 1868
KUHPerdata, yaitu :

1. Akta harus dibuat oleh (door) atau
dihadapan (ten over staan).

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang.

3. Pgabat umum oleh/ dihadapan sigpaakta
dibuat harusmempunya wewenang untuk
membuat aktayang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta
notaris adalah akta otentik yang dibuat
oleh atau dihadapan notaris menurut
bentuk dan tata carayang ditetapkan dalam
undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang
dibuat oleh notaris adalah berbagai akta
otentik mengena semuaperbuatan, perjanjian,
dan ketetapan yang diharuskan dalam
peraturan perundang-undangan atau
dikehendaki oleh yang bersangkutan.
Sehubungan dengan akta otentik itu mem-
punyai kekuatan pembuktian mengikat
dan sempurna maka hal terpenting dalam
masalah kekuatan pembuktian suatu
akta adalah kekuatan pembuktiannya yang
lengkap (Setiawan, 1992:405).

Bukti lengkap adal ah bukti yang secara
[ahiriah, formil, dan materiil dapat dibuktikan
lewat akta itu sendiri. Hakim harus
mempercayai isi dari akta tersebut adalah
benar adanya, dengan demikian hakim
memperoleh kepastian yang cukup untuk
mengabulkan akibat hukum yang dituntut
oleh penggugat tanpa mengurangi
kemungkinan adanya bukti tentang
kebalikannya. Sesuai dengan yang dijelaskan
pada Pasal 1870 KUHPerdata yaitu
akta notaris adalah akta otentik meru-
pakan alat bukti tertulis yang mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna. Karena
produk yang dihasilkan oleh notaris
adalah akta maka akta tersebut dapat
dijadikan sebagai alat bukti dalam
persidangan.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-
Undang HukumAcaraPidana, dat bukti yang
sahadaah:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan padaal at-aat bukti dalam
hukum acara pidana tersebut, maka
membuktikan suatu peristiwadalam perkara
pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnyaduaalat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah
mel akukannya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan
jabatannyaharus berdasarkan padaketentuan
yang tel ah ditetgpkan daam undang-undang
dan kode etik notaris. Namun pada
kenyataannyasaat ini adajuganotarisdalam
membuat akta otentik secara bentuk
merupakan akta otentik namun proses
pembuatannya hinggamenjadi aktaotentik
tersebut tidak sesuai dengan tata carayang
telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini
menunjukkan bahwaseorang notaris dalam
menjaankan tugas jabatannya dapat juga
merugikan orang lain. Namun pada
kenyataannya tidak semua kesalahan yang
terjadi pada akta notaris merupakan
kesalahan notaris, karena notaris hanya
menuliskan apa yang menjadi kehendak
para pihak. Notaris bisa sgja diperiksa
dalam perkara pidana dan dimintakan
kesaksiannya terhadap akta yang telah
dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan
yang tel ah ditetapkan oleh undang-undang
bahwanotarisharusmenjagakerahasiaanis
akta tersebut, namun pada kenyataannya
dalam pemeriksaan perkara pidana ada
notarisyang dimintakan kesaks anyaterhadap
aktayang telah dibuatnya demi penegakan
hukum dan kepastian hukum.
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Dalam praktik notaris, ditemukan
kenyataan apabila ada akta notaris
dipermasalahkan oleh para pihak atau
pihak lainnya, sering pulanotarisdikaitkan
sebagal pihak yang turut serta melakukan
atau membantu melakukan. Hal ini
meni mbulkan kerancuan, apakah mungkin
notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf
(alpa) bersama-sama para penghadap/
para pihak membuat akta yang sejak
awal diniatkan untuk melakukan tindak
pidana. Dalam kaitannya dengan ini tidak
berarti notaris steril (bersih) dari hukum,
tidak dapat dihukum. Notaris bisa
sgja dihukum pidana jika dapat dibukti-
kan di pengadilan bahwa secara senggja
atau tidak sengaja notaris bersama-sama
dengan para pihak/ penghadap membuat
akta dengan maksud dan tujuan untuk
kepentingan pihak tertentu dan merugikan
pihak tertentu atau mel akukan suatu tindakan
yang melanggar hukumdan menguntungkan
pihak atau penghadap tertentu sgja atau
merugikan penghadap yang lain, jika ha
ini terbukti notaristersebut dapat dihukum.
Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak
waras dalam menjalankan tugas dan
jabatannya ketika membuat akta sengaja
menimbulkan kerugian terhadap pihak
lain (HabibAdjie, 2009: 205).

Apabilaha tersebut terjadi, makadaam
acarapidana, meskipuntidak adapengaturan
khusus tentang cara memeriksa aat bukti
surat seperti yang diatur dalam pasal 304
HIR, maka harus diingat bahwa sesuai
dengan sistem negatif yang dianut oleh
KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari
hakim terhadap alat bukti yang digjukan di
persdangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di
atas makadapat dirumuskan permasalahan
dalam kgjian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah
kedudukan akta notaris sebagai alat bukti
dal am proses pemeriksaan perkara pidana?
dan (2). Bagaimanakah pelaksanan peng-
ambilan aktanotarissebagai aat bukti surat
yang dilakukan oleh penyidik ?

[I.PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian AktaNotaris

Akta merupakan salah satu alat bukti
dalam hukum acara perdata dan pidana.
Sebelum membahas | ebih dalam lagi men-
genal akta sebagai alat bukti surat dalam
perkarapidanamakaakan lebih dulu dibahas
mengena pengertian aktaitu sendiri. A.Pitlo
(1986:52) mengartikan aktaitu sebagal surat-
surat yang ditandatangani, dibuat untuk
dipakal sebagai bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk kepentingan Sigpasurat itu
dibuat. Disamping pengertian akta sebagai
surat yang sengaja dibuat untuk dipakai
sebagal dat bukti, dalam peraturan undang-
undang sering kitajumpal perkataan aktayang
maksudnya sama sekali bukanlah surat
melainkan perbuatan. Hal ini tertuang dalam
Pasal 108 KUHPerdata.

Menurut R. Subekti (1980:29), kata-akta
dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut
bukanlah berarti surat melainkan harus
diartikan dengan perbuatan hukum, berasal

- acta” yang dalam bahasa Perancis
berarti perbuatan. Jadi, dapatlah disimpulkan
bahwayang dimaksud dengan aktaadalah :
1. Perbuatan handeling/ perbuatan hukum

(rechtshandeling) itulah pengertian yang

luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/

digunakan sebagai bukti perbuatan
hukum tersebut, yaitu berupatulisan yang
ditujukan kepada pembuktian sesuatu.
Sehubungan dengan adanya dualisme
pengertian mengenai akta ini dalam
perundang-undangan, maka dapat
dissmpulkan oleh penulis bahwa yang
dimaksud dengan aktadalam pembahasan
ini adalah akta yang artinya surat yang
senggjadibuat dan diperuntukkan sebagai
alat bukti. Berdasarkan definisi tersebut
diatas, jelad ah bahwatidaklah semuasurat
dapat disebut sebagai akta, melainkan
hanyasurat-surat tertentu yang memenuhi
syarat-syarat tertentu pula baru dapat
disebut akta.
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Menurut Sudikno Mertokusumo
(1979:106), akta adalah surat yang diberi
tandatangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sgjak semula
dengan senggja untuk pembuktian. Dalam
doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan
pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian suatu aktadilihat dari
segi wuj udnya (uitwendige bewijskracht)
Kekuatan pembuktian akta otentik
atau akta notaris dari segi wujudnya
biasa disebut juga dengan kekuatan
pembuktian lahiriah dimana akta itu
sendiri mempunyai kemampuan untuk
membuktikan dirinya sendiri sebagai akta
otentik, mengingat sejak awal yaitu sgak
adanya niat dari para pihak yang
berkepentingan untuk membuat atau
melahirkan alat bukti, maka sejak saat
mempersiapkan kehadirannya itu telah
mempunyai proses sesuai dan memenuhi
Pasal 1868 K UHPerdata JoUndang-Undang
No.30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang
Jabatan Notaris (atau dahulu Sthl 1860 Nomor
3 Reglement of Notarisambt in Indonesia).
Kemampuan atau kekuatan pembuktian
[ahiriahini tidak adapadaaktal surat di bawah
tangan (vide Pasal 1875 KUHPerdata).
2. Kekuatan pembuktian formal (formale
bewijskracht)

Akta otentik dibuktikan dengan apa
yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta
itu adal ah benar merupakan uraian kehendak
pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak
yang dinyatakan dalam akta itu oleh/atau
dihadapan pejabat yang berwenang dalam
menja ankan jabatannya. Dalam arti formil
aktaotentik menjamin kebenaran : tanggal,
tanda tangan, komparan, dan tempat akta
dibuat. Dalam arti formil dibuktikan pula
kebenaran dari gpayang disakskan yaituyang
dilihat, didengar, dan didami sendiri sebagai
pejabat umum. Aktadi bawah tangan tidak
mempunyai kekuatan bukti formil, terkecudi
bila penandatanganan dari surat/akta itu
mengakui kebenaran tandatangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele
Bewijskracht).

Kekuatan pembuktian materiil adalah
bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta
ini telah membuktikan keberadaannya
sebagal yang benar terhadap setiap orang,
yang membuat atau menyuruh membuat
akta itu sebagai tanda bukti terhadap
dirinya(termasuk ahli warisnyaatau orang
lain yang mendapat hak darinya). Inilah
yang dinamakan sebagai “prevue
preconstituee”, artinya adalah akta itu benar
mempunyai kekuatan materiil. Kekuatan
pembuktianinilahyang dimaksud ddam Pasd
1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata. Oleh
karenaitu, makaaktaotentik berlaku sebagai
aat bukti sempurnadan mengikat pihak-pihak
yang membuat akta itu. Dengan demikian
siapapun yang membantah kebenaran akta
otentik sebagal alat bukti, maka ia harus
membuktikan kebalikannya (Pandam
Nurwulan, Bahan Ajar pada Magister
K enotariatan Periode 2006/2007 Universitas
Gadjah Mada).

Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat
Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara
Pidana
Dalam konstruks hukum kenotariatan

bahwa salah satu tugasjabatan notarisyaitu:
memformulasikan keinginan /tindakan
penghadap/ para penghadap keda am bentuk
akta otentik dengan meperhatikan aturan
hukum yang berlaku”. Hal ini sebagaimana
tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia, yaitu: “.....Notaris
fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan
apa-gpayang dikehendaki dan dikemukakan
oleh para pihak yang menghadap notaris
tersebut. Tidak ada kewajiban bagi
notaris untuk menyelidiki secara materiil
apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh
penghadap dihadapan notaris tersebut”
(Putusan M ahkamah Agung Nomor: 702 K/
Sip/1973, 5 September 1973).

Alat bukti otentik merupakan pembuktian
yang kuat bagi mereka yang mengajukan
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dalam sebuah persidangan, karenaaat bukti
otentik merupakan aat bukti yang mengikat
dan sempurna, makadal am sebuah perkara
jika salah satu pihaknya mengajukan alat
bukti otentik, misalnyasertifikat hak milik
atas tanah sudah dapat disangkakan bahwa
ia adalah pihak yang akan menang dalam
perkaratersebut selamatidak adasangkalan
atau pembuktian sebaiknyadari pihak lawvan

(Sulaiman, 2008,57).

Aktaotentik sebagai asas berlaku seba-
gal asas berlaku acta publica probant sese
ipsa, yang berarti suatu akta yang tampak
lahirnyasebagal aktasertamemenuhi syarat-
syarat yang tel ah ditentukan, maka aktaitu
berlaku atau dianggap sebagai aktaotentik,
hal ini berarti tandatangan pejabat dianggap
sebagal adlinya, sampa ada pembuktian
sebaliknya. Jika ada yang menyangkal
maka beban pembuktian terletak pada
pihak yang menyangkal akta tersebut, ini
berbeda ha nya dengan akta dibawah tangan
dimana jika disangkal maka yang harus
membuktikan kebenarannya adalah
pihak yang mengajukan akta dibawah
tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada
ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal
138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari
penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik
jika dijadikan alat bukti dalam suatu
pemeriksaan perkara perdata cukup
mampu untuk memenangkan pihak
yang memilikinya jika tidak terbukti
sebdiknya

Kekuatan aat bukti surat otentik
mempunyai kekuatan pembuktian lahir,
formal danmateriil atau kekuatan pembuktian
formd, materid, dan mengikat.

2. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir,
yakni kekuatan pembuktian yang
didasarkan atas keadaan | ahir, yaitu apa
yang tampak (dari lahir) seperti akta
sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Mempunyai  kekuatan pembuktian
formal yaitu kekuatan pembuktian antara
para pihak atau pihak dalam akta
tersebut, tel ah benar menyatakan apayang

tertulis dalam akta yang dibuat dan

ditandatangani oleh pegabat umum. jadi

Secaraformal
3. Orang-orang tersebut atau seseorang telah

datang dimuka pejabat umum untuk

menerangkan apayang tertulis padaakta.
4. Mempunyai kekuatan bukti materiil, yakni
kekuatan pembuktian bahwa apa yang
diterangkan atau apayang ditulisdalam
aktatersebut benar-benar telahterjadi. jadi
secara materiil artinya isi dalam akta
tersebut adalah benar
Adapun kelebihan dari akta otentik
adal ah apabiladisangkal oleh pihak lawan,
maka pihak yang menyangkal yang harus
membuktikan. Selamabelum adabukti yang
bertentangan (sebaliknya), segalaapayang
dimuat dalam aktatersebut harus dianggap
benar, sehingga walaupun akta otentik
merupakan alat bukti sempurna, masih dapat
digugurkan dengan bukti lawan yang kuat
misalnya bisa dibuktikan kepalsuan
tandatangan. M eskipun tidak ada pengaturan
khusus, tentang cara memeriksa alat bukti
surat seperti yang diatur dalam Pasal
304 HIR, makaharus diingat bahwa sesuai
dengan sistem pembuktian yang dianut
dalam KUHAR, yakni harus adakeyakinan
dari hakim terhadap alat bukti yang digjukan
di persidangan. Adapun yang dicari dalam
hukum acarapidanaadd ah kebenaran mateiil
atau kebenaran sgjati, makakonsekuensinya
hakim bebas untuk menggunakan atau
mengesampingkan sebuah surat atau akta
otentik.

Disampingitu harusdiingat pulatentang
adanya minimum pembuktian, walaupun
ditinjau dari segi formal alat bukti surat
resmi (otentik) yang berbentuk surat yang
dikel uarkan berdasarkan ketentuan undang-
undang adalah alat bukti yang sah dan
bernilai sempurna, namun nilai kesempur-
naannya, pada alat bukti surat yang
bersangkutan tidak mendukung untuk
berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat
kesempurnaan formal yang melekat pada
dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup

Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan...... (Triyanti S Arkiang) 200



sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. la
harustetap memerlukan dukungan dari alat
bukti lain. Dengan demikian sifat ke-
sempurnaan formalnya, harus tunduk pada
asas batas minimum pembuktian yang
ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang
menyatakan bahwa hakim tidak dapat
menjatuhkan putusan dengan sekurang-
kurangnya minimal dua alat buktidan dari
alat bukti tersebut akan muncul keyakinan
hakim untuk memutuskan suatu perkarapidana
tersebut (M. YahyaHarahap, 1985,837).
Hal yang perlu diingat tentang kekuatan
alat bukti surat adalah bahwa bagaimana
pun kekuatan pembuktian yang diberikan
terhadap bukti-bukti surat dalam perkara
perdata namun surat-surat tersebut dalam
perkarapidanadikuasa oleh aturan, bahwa
mereka harus menentukan keyakinan hakim.
Dengan demikian maka dalam perkara
perdata, hakim adal ah berkewajiban untuk
memutus suatu perkara menurut kekuatan
bukti dari suatu akta otentik yang tidak
dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi
dalam perkara pidana, akta yang sama
dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
Pembuktian dalam perkara perdata adalah
bertujuan untuk memutuskan apayang oleh
keduabel ah pihak yang berperkaradianggap
benar (kebenaran formal) sedang tujuan dari
pembuktian dalam perkara pidana adalah
untuk mencari kebenaran materiil. Menurut
penulis bahwaapabilaaktanotarisdijadikan
sebagai alat bukti dalam perkara pidana
hakim tetap mempercayai kebenaranis akta
tersebut selama tidak ada bukti lawan
dan dalam perkara pidanayang melibatkan
aktanotarissebagai dat bukti hanyasebatas
membuktikan saja bahwa dalam proses
pembuatan aktatersebut benar telah terjadi
perbuatan pidana yang merugikan pihak
lain, dan yang berhak membatalkan akta
tersebut adalah peradilan perkara perdata,
yang kemudian berdasarkan putusan pidana
tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti
atas gugatan pihak yang dirugikan adalah
putusan dari hakim pidanatersebut yang telah

menyatakan bahwada am proses pembuatan
aktatersebut terbukti terjadi tindak pidana.
Akta otentik sepanjang tidak dibuktikan
sebdiknyamakahakimharusmempercayd is

akta tersebut adalah benar namun apabila
ternyata terdapat bukti lawan maka hakim
hanya padakewenangan memutus perbuatan
pidananya saja namun yang berhak
membata kan aktatersebut ada ah merupakan
kewenangan dari peradilan perkaraperdata.

Pada asasnya di dadam persoaan
perdata, alat bukti yang berbentuk tulisanitu
merupakan alat bukti yang diutamakan
atau merupakan aat bukti yang nomor satu
jika dibandingkan dengan alat-alat bukti
lainnya. Dalam pengertian sederhanabukti
tertulis atau surat adalah alat bukti yang
berupatulisanyang beris keterangan tertentu
tentang suatu peristiwa, keadaan atau ha-hal
tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis
atau surat ini lazim jugadisebut dengan akta
(Achid suyanto, 2007:6).

Hal ini berbeda dengan sikap hakim
perkara pidana bagi hakim pidana tidak
adadat bukti satupun yang mengikat hakim
perihal kekuatan pembuktian. Selalu hakim
pidana harus memikirkan apaiayakin atas
kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akta
otentik digjukan dalam perkara pidana,
maka hakim untuk mempunyai keyakinan
tentang ketiadaan kesalahan terdakwa,
dan tidak memerlukan kontra bukti seperti
hal nyadengan hakim pidana. Sesuai dengan
teori pembuktian dalam perkara pidana
bahwayang dicari oleh hakim daam perkara
pidana adalah kebenaran materiil
bukan kebenaran formil yang dianut oleh
pembuktian perkaraperdata. Tentunyahakim
pidana tidak boleh secara serampangan
menyampingkan saja suatu akta otentik
tersebut sebagai alat bukti melainkan
harus ada alasan-alasan hukum yang kuat
yang melandasi keyakinannya sehingga
wal aupun keyakinan hakim diberikan kepada
hakim dalam memutus perkara pidana,
namuntidak lau hakim bebasmeyakini sesua
apayang diyakini namun tetap harus tetap
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berdasarkan apada alasan- alasan hukum
yang dapat dipertanggung jawabkan dan para
pihak mendapatkan kepastian hukum. Dalam
pandangan penulis bahwa pemeriksaan
perkarapidanayang akan dibuktikan adalah
dapat terwujudnya kebenaran materiil
(materiil forhad). Sehingga ada kepastian
hukum sesuai dengan paradigma KUHAP.
Terlebih lagi didukung oleh akta otentik
yang proses dan tatacara pembuatan akta
otentik tersebut telah memiliki aturan
baku ddam Undang-Undang Jabatan Notaris
sehingga apabila dalam pembuatannnya
sesuai dengan aturan yang berlaku maka
notaristidak mel awan hukum. Namun dalam
pemeriksaan perkara pidanayang menganut
asasmateriil edien yang manasecaramateriil
harus dibuktikan materiilnyayaitu tatacara
pembuatan aktatersebut sampai menjadi akta
otentik itulah yang akan dibuktikan dalam
Perddangan. A pakah mel akukan pdanggaran
hukum apatidak terhadap proses pembuatan
aktatersebut baik yang dilakukan parapihak
oleh parapihak ataupun notarisbersamapara
pihak.

Apabilaakta notaris dijadikan sebagai
aat bukti dalam perkarapidana makahakim
tetap mempercaya kebenaranis aktatersebut
selamatidak adabukti lawan. Perkarapidana
yang melibatkan akta notaris sebagal alat
bukti hanya sebatas memebuktikan sgja
bahwa dalam proses pembuatan akta
tersebut benar tel ah terjadi perbuatan pidana
yang merugikan pihak lain berdasarkan
pengaduan pihak yang di rugikan. Namun
semuanya dikembalikan kepada keyakinan
hakim. A pabilahakim menganggep bahwada
bukti surat tersebut belum cukup untuk
dibuktikan makahakim dapat mengabaikan
alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan
dalam hukum acara pidana hakim dalam
melakukan pembuktian harus berpegang
padabatas minimum pembuktian ddam acara
pidana. Hal ini mengingat bahwakekekuatan
hukum akta notaris adalah sempurna dan
hakim tidak boleh menanyakanis aktakarena
hakim terikat oleh aktatersebut.

Berbeda jika dikaitkan dalam perkara
pidana hakim memiliki kewenangan untuk
mencari kebenaran matiriil sehingga
hakim berhak menanyakan isi aktatersebut
kepada notaris dan dalam hal ini notaris
dijadikan sebagai saks.

Kasus-kasus yang melibatkan akta
notaris sebagai aat bukti dalam perkara
pidana tidak melulu menjadikan notaris
sebagai tersangka namun terkadang para
pihak yang menjadi tersangka, bahkan bisajadi
kedua belah pihak yang bekerjasama
melakukan tindak pidana sehingga kedua
bel ah pihak dapat dijadikan terdakwa. Hd ini
sesual dengan yang tercantum dalam Pasal 55
KUHP ayat (1 bahwa dipidana sebagai
pel aku tindak pidanaapabilamdakukanyang
melakukan, menyuruh melakuakn dan yang
turut sertame akukan perbuatan (HabibAdjie,
2009: 205).

Daam Undang-Undang Jabatan Notaris
diatur bahwa ketika notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya terbukti
melakukan pelanggaran, notaris dapat
dikenai atau dijatuhi sanksi perdata,
administrasi, dan kode etik jabatan
notaris. Sanksi- sanks tersebut telah diatur
sedemikian rupa, baik sebelumnya
dalam UUJN dan kode Etik notaris. Dalam
praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu
tindakan hukum atau pelanggaran yang
dilakukan notaris sebenarnyadapat dijatuhi
sanksi administrasi, perdata, kode etik
jabatan notaris, tetapi kemudian ditarik atau
dikualifikaskan sebagai suatu tindak pidana
yang dilakukan oleh notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan
dengan aspek-aspek, seperti :

1. Kepastian Hari, Tanggd, bulan, dan pukul
menghadap.

2. Pihak (siapa orang) yang menghadap
notaris

3. Tandatangan yang menghadap.
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4. Sdinan aktatidak sesual dengan minutaakta

5. Sdlinan aktaadatanpadibuat, minutaakta
dan;

6. Minutaaktatidak ditandatangani secara
lengkap, tetapi minutaaktadikel uarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti
daanggar oleh notaris makaterhadap notaris
tersebut dapat dijatuhi sanksi perdata atau
administratif. Dasar untuk memidanakan
notaris tersebut merupakan aspek formal
dari akta notaris. Dalam hal ini ada tiga
aspek yang harus diperhatikan ketika akta
dibuat. Aspek-aspek tersebut berkaitan
dengan nilai pembuktian yaitu: lahiriah
(uitwendige bewijskrach), formal (formele
bewiskracht), materiil (materiil
bewijskracht).

K etigaaspek tersebut diatas merupakan
kesempurnaan akta notaris sebagai akta
otentik dan siapa pun terikat oleh akta
tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam
suatu persidangan pengadilan bahwa ada
salah satu ada satu aspek tersebut tidak
benar, akta tersebut hanya mempunyai
kekuatan pembuktian seperti aktadi bawah
tangan atau akta tersebut di degradasikan
kekuatan pembuktiannyasebagai aktayang
mempunyai kekuatatan pembuktian sebagai
aktadibawah tangan.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap
notaris,ataupun para pihak tidak serta
merta akta yang bersangkutan menjadi
batal demi hukum. Suatu hal yang tidak
tepat secara hukum jika ada putusan
pengadilan pidana dengan amar putusan
membatalkan akta notaris, dengan alasan
terbukti melakukan suatu tindak pidana
pemalsuan. Dengan demikian yang harus
dilakukan oleh mereka yang akan atau
berkeinginan untuk menempatkan notaris
ataupun para pihak sebagai terpidana
atas akta yang dibuat oleh atau dihadap-
an notaris yang bersangkutan, maka
tindakan hukum yang harus dilakukan
adalah membatalkan akta yang bersang-
kutan melalui gugatan perdata oleh para
pihak sendiri.

Berdasarkan hasil penelitiantersebut di atas
jelastergambar bahwaruang lingkup tugas
pelaksaan jabatan notaris, yaitu membuat
alat bukti yang diinginkan oleh para pihak
untuk suatu tindakan hukum tertentu yang
beradadalam tataran hukum perdata. Selain
itu, notaris pun membuat akta karena ada
permintaan dari parapihak yang menghadap.
Tanpa ada permintaan dari para pihak,
notaris tidak akan membuat akta apapun
dan notaris membuat akta yang dimaksud
berdasarkan alat bukti yaitu keterangan
atau pernyataan parapihak yang dinyatakan,
diterangkan, atau diperlihtkan kepada
atau dihadapan notaris. Selanjutnyanotaris
membuat akta tersebut secara lahiriah,
formil, dan materiil dalam bentuk akta
notaris dengan tetap berpijak pada aturan
hukum, tata caraatau prosedur pembuatan
aktadan aturan hukum yang berkaitan dengan
tindakan hukum yang bersangkutan yang
dituangkan dalam akta.

Dalam praktik notaris juga ditemukan
kenyataan, apabila ada akta notaris
dipermasalahkan oleh para pihak atau
pihak lainnya, sering pula notaris di tarik
sebagai pihak yang turut serta melakukan
atau membantu melakukan suatu tindak
pidanayaitu memberikan keterangan pa su
kedaam aktanotaris. Hal ini yang menarik
untuk dikaji karena seperti yang diketahui
bahwa akta notaris tersebut sebagai akta
otentik sehinggakekuatan pembuktian akta
tersebut adal ah sempurnadan mengikat bagi
hakim untuk mempercayai is aktanotaris
tersebut adal ah benar adanya sesuai dengan
apa yang telah diterangkan dalam akta
tersebut.

Dalam pemeriksaan perkara pidana
dengan alat bukti aktanotaris, makahakim
pidanapun padaawa nyaharus mempercayai
kebenaranis aktatersebut. Namun pada saat
persidangan hakim akan melihat persesuaian
aat-dat bukti yang adadan beritaacarayang
ada. Dengan demikian barulah berdasarkan
minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim,
hakim dapat memutuskan perkaratersebut.
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Kebenaran materiil (kebenaran yang
sejati) yang dicari dalam pemeriksaan
perkara pidanaadal ah baga manakah proses
dan tata carapembuatan akta notaristersebut
apakah sudah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berl aku ataukah
didalam aktatersebut terdapat suatu tindak
pidana yang merugikan salah satu pihak.
Baik itu yang dilakukan oleh para pihak
ataupun yang dilakukan oleh notaris bersama:
sama para pihak. Dengan demikian maka
tidak selamanya notaris yang menjadi
tersangkadaam hd aktanyadijadikan sebagai
alat bukti. namun terkadang notaris hanya
dijadikan sebagal saksi terhadap aktayang
telah dibuatnya.

Adapun kedudukan akta notaris dalam
pemeriksaan perkarapidanaadal ah berbeda
dengan pemeriksaan perkara perdata.
Akta notaris yang merupakan akta
otentik merupakan aat bukti yang utama
dan merupakan bukti nomor satu,
namun kedudukan alat bukti surat yang
merupakan akta notaris tersebut dalam
pemeriksaan perkara pidana merupakan
alat bukti surat yang sama kedudukan-
nya dengan aat bukti yang lain. Hal ini
dikarena- kan dalam pemeriksaan perkara
pidana hakim dapat memutuskan suatu
perkara apabila terdapat minimal dua alat
bukti dan berdasarkan pada keyakinan
hakim dengan melihat fakta-fakta yang
ada di dalam persidangan. Sesuai dengan
yang dianut oleh KUHAP, yakni harus
ada keyakinan dari hakim terhadap alat
bukti yang digjukan di persidangan. Nilai alat
bukti oleh karena itu bersifat bebas (Hari
Sasangka, 2003:73).

Tata CaraPengambilan Alat Bukti Yang
Dilakukan Oleh Penyidik

Daam kaitannya notaris dimintakan
keterangan atas|gporan pihak tertentu menurut
Pasal 66 UUJN, jika notaris dipanggil
olehkepolisan, kejaksaan atau hakim, ingang
yanginginmemanggil tersebut wajib meminta
persetujuan dari Mgjelis Pengawas Daerah.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat
imperatif atau perintah. Dalam praktik
sekarang ini, adajuganotarisyang dipanggil
oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim
langsung datang menghadap kepadainstans
yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu
oleh MPD, artinya menganggap sepele
terhadap MPD. Jika notaris melakukan hal
seperti ini, maka akan menjadi tanggung
jawab notaris sendiri, misalnyajikaterjadi
perubahan statusdari saks menjadi tersangka
atau terdakwa.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bagi
kepolisian, keaksaan atau hakim bersifat
imperatif, artinyajikakepolisian, kejaksaan
atau hakim menyepe ekan ketentuan Pasal 66
UUJN, terhadap kepolisian, kejaksaan atau
hakim dapat dikategorikan sebagai
pel anggaran terhadap Undang-Undang. Maka
dari itu, jika hal ini terjadi kita dapat
mel aporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim
kepadaatasannyamas ng-masing. Sedangkan
disis yang lain perkara yang disidik atau
diperiksatersebut dapat dikategorikan cacat
hukum (dari segi HukumA caraPidand) yang
tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk
sementara) sampal ketantuan Pasd 66 UUJN
dipenuhi. Hal ini menjadi permasalahan
dalam MPD. Adapun prosedur pemanggilan
notaris berdasarkan Pasal 2 nota
kesepahaman antara Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris
Indonesiadan |PPAT add ah sebagai berikut :
1. Tindakan pemanggilan notaris-PPAT harus

dilakukan secaratertulisdan ditandatangani

olehpenyidik.

2. Pemanggilan notaris-PPAT dilakukan
setelah penyidik memperoleh persetujuan
dari Mg elis Pengawas yang merupakan
Suatu Badan yang mempunyal kewenangan
dan kewagjiban untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan.

3. Surat pemanggilan harus jelas men-
cantumkan dasan pemanggilan, Satusyang
dipanggil (sebagai saks atau tersangka),
waktu dan tempat, serta pel aksanaannya
tepat waktu.
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4. Surat pemanggilan diberikan selambat
lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya
ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal diterimannya
surat pemanggilan tersebut sebagaimana
yang tercatat dalam penerimaan untuk
mempersiapkan bagi notaris-PPAT
yang dipanggil gunamengumpulkan data-
dataatau bahan-bahan yang di perlukan.

5. Dengan adanyasurat pemanggilan yang sah
menurut hukum, maka Notaris-PPAT
waib untuk memenuhi panggilan penyidik
sebagaimanadiatur dalam Pasal 112 ayat
2KUHP.

6. Apabila notaris-PPAT yang dipanggil
dengan alasan sah menurut hukum tidak
dapat memenuhi panggilan penyidik,
maka penyidik dapat datang ke kantor/
tempat kediaman notaris-PPAT yang
dipanggil untuk melakukan pemeriksaan
sebagaimanadiatur Pasal 113 KUHP.

Pasa 112 ayat (2) KUHAPmen-
jelaskan bahwa orang yang dipanggil
wajib datang kepada penyidik dan jikaia
tidak datang, penyidik memanggil sekali
lagi, dengan perintah kepada petugas untuk
membawa kepadanya. Pasal 113 KUHAP
menerangkan bahwaapabilapenyidik telah
memanggil notaris sebagai saksi ataupun
tersangka, namun notaristidak dapat hadir
dengan alasan yang patut dan wajar maka
penyidik akan melakukan pemeriksaan
ditempat kediaman notaristersebut. Namun,
sebelum penyidik memeriksa notaris
sebagal saksi atau tersangkasesuai dengan

Pasal 66 UUJN penyidik harus mendapat

persetujuan Mg disPengawas Daerah (MPD)

dengan mengajukan permohonan secara
tertulis
Selanjutnyaketentuan Pasal 23 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asass Manusia

Republik IndonesiaNomor: M.02.PR.08.10

Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan

Anggota, Pemberhentian, susunan organisas,

tatakerja, dantatacarapemerikssan meelis

pengawas notaris. Pemeriksaan olehmajelis

Pemeriksaan Daerah tertutup untuk umum.

Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah
laporan diterima. Mg elisPemeriksaDaerah
harus sudah menyelesaikan pemeriksaan
dan menyampaikan hasil pemeriksaan ddam
jangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari kalender terhitung sejak laporan
diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
beritaacarapemeriksaan yang ditandatangani
oleh ketuadan sekretaris.

Surat pengantar pengiriman beritaacara
pemeriksaan yang dikirimkankepada
Ma disPengawasWilayah ditembuskan pada
pel gpor, terl gpor, me elispengawas Pusat, dan
pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Setelah MPD mel akukan pemeriksaan maka
MPD akan memutuskan apakah notaris
tersebut dapat diperiksaoleh penyidik atau
tidak berdasarkan pemeriksaan notaris.
Apabilaternyatadalam proses pemeriksaan
MPD terhadapa akta notaris tersebut
ditemukan adanyaketidak sesuaan aktayang
dibuat oleh notaris berdasarkan ketentuan
hukum Pasal 38 UUJN maka MPD akan
menyetujui penyidik melakukan penyidikan.
Namun apabila ternyata berdasarkan
pemeriksaan notaris tidak ditemukan ada
tindak pidanaatau itikad buruk dalam proses
pembuatan akta tersebut maka MPD tidak
akan menyetujui untuk penyidik melakukan
pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan persetujuan tersebut maka
penyidik akan melakukan penyitaan akta
notaris tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 notakesegpahaman kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris
Indonesia dan Ikatan Pembuat akta atau
IPPAT.

1. Tindakan penyidik berupa penyitaan
terhadap akta notaris-PPAT dan/atau
protokol yang ada dalam penyimpanan
notaris- PPAT untuk membuktikan perkara
pidananyadan/atau keterlibatan notaris-
PPAT sebagai tersangka, makapenyidik
harus memperhatikan prosedur
sebaga manadiatur dalam Pasal 66 UUJIN
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sertapetunjuk Mahkamah Agung RI No.
MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April1986;

2. Tatacarayang ditempuh dalam penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut:

a. Penyidik pengajukan permohonan
kepada majelis Pengawas di tempat
kedudukan notaris-PPAT yang
bersangkutan berada;

b. Surat permohonan tersebut menjelas-
kan secararinci relevans dan urgensi-
nya untuk membuka rahasia suatu
minuta akta notaris-PPAT, demi
kelancaran kepentingan proses
penyidikan suatu perkara

c. Dalam mengajukan surat permohonan
kepada majelis pengawas, Notaris-
PPAT yang bersangkutan wajib diberi
tembusan, dengan demikian notaris-
PPAT dapat memberikan pertimbang-
an kepada Mgjelis Pengawas, baik
dimintamaupuntidak

d. Apabilaterhadap persetujuan majelis
pengawas sebagaimana dimaksud
Pasal 66 UUJN diberikan, maka
penyidik diberikan diberikan fotocopi
minutaaktadan/atau surat-surat yang
diletakkan pada minuta akta atau
protokol Notarisdalam penyimpanan
Notaris, setel ah disahkan oleh Notaris-
PPAT yang bersangkutan sesuai dengan
aslinya, dan dibuat berita acara
penyerahan

e. Daam ha diperlukan pemeriksaan
|aboratorium terhadap minutaaktadary
atau protokol notaris dalam
penyimpanan Notaris, maka atasijin
maj elis pengawas, Notaris-PPAT dan
penyidik bersama-sama membawa
bundle minuta akta tersebut ke
laboratorium forensic (labfor) yang
telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan mengenai cara
pengambilan minutaaktadiatas makaPenulis
sedikit menyimpul kan bahwapenyidik dapat
sgja melakukan penyidikan terhadap akta
notarisyang notabene mempunya kekuatan

hukum sempurnadan mengikat bagi hakim
untuk empercayai akta tersebut. Asalkan
berdasarkan laporan dan pengaduan dari
masyarakat yang menduga notaris ataupun
sal ah satu pihak telah merugikan pihak lain.
Maka penyidik dapat mel aksanakan tugas-
nyauntuk menanggapi laporan tersebut sesual
dengan ketentuan yang telah penulisterangkan
di atas.

Intinya bahwa tatacarayang dilakukan
oleh penyidik dalam hal pemanggilan dan
pengambilan alat bukti berupaaktanotaris
addah sesual dengan gpayangtdahdijdaskan
dalam Pasal 66 UUJN yang mengatakan
bahwadalam hal penyidik ingin memanggil
ataupun mengambil fotocopi minuta akta
harus terlebih dahulu mendapatkan per-
setujuan oleh MPD setempat dengan surat
tertulis. Apabilatelah disetujui oleh MPD
berdasarkan pemeriksaanyang dilakukan oleh
MPD maka penyidik dapat melaksanakan
penyidikan sdanjutnya Dengan adanyaUUJN
sekarang cukup membawa kemudahan bagi
penyidik dibanding sebelum adanyaUUJN,
hal ini dikarenakan terkadang notaris yang
dipanggil oleh penyidik banyak yang tidak
memenuhi panggilan tersebut sehingga
menghambeat jaannyapenyidikan.

Demi terwujudnya supremasi hukum
antara notaris dan penyidik maka antara
notaris dan penyidik harusterjalin sebuah
hubungan kerjasama yang baik sehingga
gpabiladikemudian hari terdapat kasusyang
melibatkan notaris maka para penyidik
telah benar-benar mengetahui prosedur yang
harusdilakukan oleh penyidik sesuai dengan
yang tercantum dalam nota kesepahaman
antara polisi Ikatan Notaris Indonesia dan
Ikatan Pejabat Pembuat akta tanah atau
IPPAT. Adapun prosedur yang telah di
tuangkan dalam Pasal 66 UUJN adalah
dikarenakan aktanotarismerupakan dokumen
negara dan harus dijaga kerahasiaannya
sehinggatidak mudah untuk dijadikan sebagai
aat bukti dalam persidangan oleh penyidik.
Karena sesuai dengan kode etik notaris
bahwasannyais aktatersebut bersfa rahasia
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Namun padakenyataanya hal ini dijadikan
sebagai sal ah satu senjata untuk melakukan
tindak pidanaatau perbuatan mel awan hukum
yang merugikanpihak lain.

Akta notaris merupakan aktaotentik
yangmemiliki kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat hakim. Hakim harus tetap
mempercayai isi aktatersebut selamatidak
adabukti lawan, namun dalam pekarapidana
untuk mengungkap suatu tindak pidanadaam
akta notaris tersebut maka penyidik harus
melewati prosedur tersebut untuk men-
dapatkan alat bukti yang cukup. Dengan
adanyaPasal 66 UUJN ini bagi paranotaris
yang melakukan perbuatan pidana dapat
ditindak lanjuti oleh penyidik mela ui prosedur
yang tel ah dijel askan dalam Pasal 66 UUJN
tersebut untuk membuktikan tindak pidana
yang dilakukan dalam akta tersebut yang
merugikan orang lain dan prosedur ini juga
dimaksudkan untuk melindungi notaris, karena
tidak sdamanyaaktanotarisyang bermasadah
dilakukan oleh notaris itu sendiri, namun
terkadang antar para pihak walau kadang
antara notaris dan salah satu pihak
bekerjasama melakukan tindak pidana
tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka
penulis menyimpul kan bahwatatacarayang
dilakukan oleh penyidik dalam ha memanggil
atau mengambil alat bukti akta otentik
adalah mengajukan permohonan secara
tertuliskepadaMPD dengan menerangkan
sebab mengapa penyidik ingin melakukan
penyidikan dan pemeriksaan terhadap notaris
tersebut dan akta yang telah dibuatnya.
Hal ini gunauntuk mendapatkan tanggapan
dari MPD apakah disetujui atau tidak
permohonan penyidik tersebut. MPD akan
menerima surat tersebut dan mengadakan
siding pleno dan memanggil notaristersebut
dan perlu di ingat bahwa MPD hanya
memeriksasebatas kekuatan pembuktian akta
tersebut secaraformal, materiil dan lahirnya
apabila memenuhi syarat makatidak akan
di ijinkan namun jika memang ter-
dapat keganjaan makaM PD akan menyetujui

Permohonan penyidik agar memeriksanotaris
tersebut. A pabiladibutuhkan aktayang adli
maka notaris diwajibkan untuk selalu
mengawal aktatersebut, hal ini diperboleh-
kan gunauntuk menegakkan supremas hukum.

1. PENUTUP

Kesmpulan

1. Kedudukan akta notaris sebagai alat
bukti dalam pemeriksaan perkarapidana
adal ah samadengan alat-al at bukti yang
lain yaitu sebagai alat bukti surat. Hal
ini dikarenakan dalam acara pidana
akta notaris tidak memiliki kekuatan
yang sempurna. Sehingga hakim tidak
harus mempercayai bahwa isi akta
notaris tersebut adalah benar. Dengan
demikiannilai alat bukti tersebut bersifat
bebas karena yang dicari dalam
hukum acara pidana adalah kebenaran
materiil maka konsekuensinya hakim
bebas untuk menggunakan atau menge-
sampingkan sebuah aat bukti surat.

2. Adapun pelaksanaan pengambilan akta
notaris yang dilakukan oleh penyidik
untuk kepentingan proses peradilan maka
penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah berwenang mengambil fotokopi
minuta akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan padaminutaaktaatau protokol
notaris dalam penyimpanan notaris dan
memanggil notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta
yang dibuatnyaatau protokol notarisyang
beradada am penyimpanan notaris.

Saran

1. Bagi para notaris sebaiknya dalam
berpraktik sebaiknya mampu membuat
aktanotaris sesual dengan apayangtelah
di tetapkan dalam undang-undang, untuk
mengantisipas tindakan-tindakan yang
merugikan diri kitasendiri selaku notaris
maupun calon notaris.
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2. Hendaknya para notaris bekerjasama
dengan penyidik dan membantu penyidik
dalam ha md aksanakan supremasi hukum,
dengan siap menjadi saksi apabila
dibutuhkan untuk penyelidikan terhadap
akta yang dibuat oleh notaris guna
menguatkan alat-alat bukti yanglain dan
menemukan kebenaran yang sebenar-
benarnya.
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